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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh transformasi digital dalam pelayanan publik, salah satunya melalui 

penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi ini 

bertujuan untuk menggantikan penggunaan dokumen fisik dengan dokumen digital dalam pelayanan administrasi 

kependudukan. Kota Malang menjadi salah satu wilayah yang aktif dalam menerapkan IKD melalui Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi aplikasi IKD, 

tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta solusi yang diterapkan oleh Disdukcapil Kota Malang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus deskriptif. Teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi 

pejabat struktural, petugas teknis, petugas lapangan, dan masyarakat pengguna layanan. Lokasi penelitian 

berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

implementasi aplikasi IKD telah dilaksanakan melalui transmisi komunikasi langsung, pemanfaatan sumber daya 

manusia dan teknologi, serta komitmen organisasi terhadap transformasi digital. Namun, dalam pelaksanaannya, 

Disdukcapil menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, lonjakan permintaan pelayanan, 

ekspektasi masyarakat yang belum sejalan dengan kesiapan sistem, dan sulitnya pengukuran kinerja secara 

objektif. Untuk menjawab tantangan tersebut, Disdukcapil Kota Malang menerapkan berbagai solusi adaptif, 

mulai dari diskresi teknis petugas, edukasi langsung kepada masyarakat, hingga kebijakan internal yang 

mendukung keberlanjutan program. Secara keseluruhan, penerapan IKD di Kota Malang mencerminkan upaya 

birokrasi lokal dalam mewujudkan pelayanan kependudukan yang lebih efisien, responsif, dan berbasis teknologi. 

Keberhasilan implementasi IKD tidak hanya bergantung pada kesiapan sistem, tetapi juga pada kapasitas SDM, 

pemahaman masyarakat, dan integrasi kelembagaan lintas sektor. 

 

Kata Kunci: Identitas Kependudukan Digital (IKD), Administrasi Kependudukan, Transformasi Digital, 

Implementasi Kebijakan Publik 
 

 

 

Pendahuluan 

Pelayanan publik merupakan indikator utama 

dalam menilai efektivitas pemerintahan dalam 

memenuhi kebutuhan warganya. Pemerintah 

dituntut untuk memberikan layanan yang efisien, 

akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat 

(Hayat, 2017:1). Salah satu strategi utama dalam 

meningkatkan kualitas layanan publik adalah 

melalui transformasi digital, di mana teknologi 

informasi menjadi instrumen untuk mempercepat, 

menyederhanakan, dan mengefektifkan proses 

pelayanan (Ramli, 2022:80–81). Dalam praktiknya, 

inovasi birokrasi berbasis teknologi menjadi bagian 

dari reformasi yang bertujuan menciptakan sistem 

pemerintahan yang adaptif terhadap dinamika sosial 

dan kemajuan teknologi (Mas’ud Said, 2009:9). 

Oleh karena itu, transformasi digital tidak hanya 

menjadi pilihan, tetapi keharusan bagi birokrasi 

publik agar tetap relevan dan responsif (Prabowo et 

al., 2022:35). 

Komitmen tersebut diwujudkan melalui 

berbagai kebijakan nasional, salah satunya adalah 

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), 

yang dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Nomor 

82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi 

Digital. Dalam konteks pelayanan kependudukan, 

Kementerian Dalam Negeri merespons arah 

kebijakan ini dengan meluncurkan Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) sebagaimana diatur 

dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. IKD 

dirancang sebagai bentuk digital dari dokumen-

dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan akta 

kelahiran, yang dapat diakses melalui ponsel dan 

digunakan dalam berbagai keperluan administrasi 

secara praktis dan aman. 

Namun, penerapan IKD di tingkat daerah 

masih menghadapi berbagai persoalan. Studi 

lapangan di Kota Malang menunjukkan adanya 

tantangan berupa keterbatasan infrastruktur digital, 

mailto:dwiputrimegaamanda45@gmail.com


Jurnal Respon Publik         ISSN: 2302-8432 

Vol. 19 , No. 6, Tahun 2025,  Hal: 10-21 

11 

 

ketidaksesuaian teknis antara sistem pusat dan 

daerah, serta rendahnya tingkat literasi digital 

masyarakat. Selain itu, banyak instansi pemerintah 

maupun swasta belum menerima legalitas dokumen 

digital IKD sebagai pengganti dokumen fisik, yang 

menyebabkan keberadaan IKD belum sepenuhnya 

fungsional (Nurdiana, 2024). Petugas pelayanan 

juga menghadapi tekanan karena harus memenuhi 

target aktivasi di tengah keterbatasan sistem dan 

sumber daya (Sinthawati, 2024). Tantangan lain 

muncul dari sisi komunikasi dan kepercayaan publik 

terhadap keamanan data digital, yang menjadi salah 

satu faktor penting dalam adopsi kebijakan 

teknologi (Zainurrochim, 2024). 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

implementasi aplikasi IKD dalam pelayanan 

administrasi kependudukan di Kota Malang. Fokus 

utama penelitian meliputi proses pelaksanaan, 

tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), 

serta strategi atau solusi yang digunakan dalam 

menjawab kendala tersebut. Diharapkan, hasil studi 

ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat 

kerangka implementasi kebijakan digital di tingkat 

lokal dan mendukung penguatan pelayanan publik 

berbasis e-government secara berkelanjutan. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis 

tertarik untuk meneliti terkait “Implementasi 

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) 

Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan 

(Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kota Malang)” 

 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi aplikasi Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) dalam pelayanan 

administrasi kependudukan di Kota Malang? 

2. Tantangan apa saja yang dihadapi oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Malang dalam implementasi aplikasi Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) dalam pelayanan 

administrasi kependudukan di Kota Malang? 

3. Bagaimana solusi dari Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Malang dalam mengatasi 

tantangan dalam implementasi Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) di Kota Malang? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah 

dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

implementasi aplikasi IKD dalam pelayanan 

administrasi kependudukan di Kota Malang. 

2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan 

menganalisis tantangan dari implementasi 

aplikasi IKD dalam pelayanan administrasi 

kependudukan di Kota Malang. 

3. Untuk menjelaskan solusi dari Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam 

implementasi aplikasi IKD di Kota Malang. 

 

Manfaat Penelitian 

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat 

berguna sebagai masukan bagi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Malang untuk mengatasi permasalahan yang 

dihadapi dalam implementasi aplikasi IKD di 

Kota Malang. Selain itu, penelitian ini juga 

memberikan rekomendasi konkret untuk 

mengembangkan strategi yang lebih efisien 

untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Malang. 

2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan literasi oleh pembaca untuk 

mengetahui adanya aplikasi Identitas 

Kependudukan Digital (IKD). Studi ini akan 

memberikan contoh konkret tentang bagaimana 

transformasi digital dapat diimplementasikan di 

sektor publik, serta tantangan. 

 

Tinjauan Pustaka 
1. Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi kebijakan publik merupakan 

tahapan strategis dalam proses kebijakan yang 

berperan menjembatani antara perumusan 

kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat. 

Pressman dan Wildavsky (1978:21) menyatakan 

bahwa implementasi mencakup proses 

menyelesaikan dan merealisasikan kebijakan 

yang telah dirumuskan melalui penggunaan 

sarana tertentu (Tachjan, 2006:24). Proses ini 

dipengaruhi oleh karakteristik kebijakan, 

struktur pelaksana, serta dinamika antaraktor 

yang terlibat (Kasmad, 2013:6). 

Edwards III menekankan bahwa keberhasilan 

implementasi ditentukan oleh empat variabel 

utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi 

pelaksana, dan struktur organisasi (Subianto, 

2020:70). Komunikasi yang efektif mencakup 

transmisi pesan, kejelasan informasi, dan 

konsistensi instruksi (Situmorang, 2016:216). 

Sumber daya meliputi ketersediaan staf, 

informasi, kewenangan, dan fasilitas pendukung 

(Subianto, 2020:70). Disposisi mengacu pada 

sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan, 

termasuk insentif dan komitmen birokrat 

(Situmorang, 2016:216). Struktur organisasi 

ditandai oleh keberadaan prosedur operasional 

dan koordinasi antarunit birokrasi yang 

memengaruhi efektivitas pelaksanaan (Subianto, 

2020:70). 

Sebaliknya, pendekatan bottom-up yang 

dikemukakan oleh Michael Lipsky (1980) 

menggarisbawahi peran street-level bureaucrats 

dalam menentukan bentuk akhir implementasi di 

lapangan. Lipsky menyoroti bahwa pelaksana 

lapangan memiliki diskresi besar yang terbentuk 
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oleh kondisi kerja, keterbatasan sumber daya, 

serta tekanan sosial (Suprapto & Malik, 

2019:1391). Dalam banyak kasus, diskresi 

digunakan sebagai mekanisme coping untuk 

menyederhanakan tujuan dan mengurangi 

ketegangan antara ekspektasi kebijakan dan 

kapasitas riil pelaksana (Mahsyar, 2013:74). 

Lipsky juga menegaskan bahwa pelaksana 

sering bekerja dalam situasi tujuan kebijakan 

yang ambigu, meningkatnya permintaan 

layanan, dan kinerja yang sulit diukur (Edyanto, 

2013:20–21). 

Di era digitalisasi layanan publik, pandangan 

Lipsky tetap relevan. Hansen et al. (2016:18) 

menemukan bahwa meskipun layanan digital 

meningkatkan akses dan efisiensi, masyarakat 

masih membutuhkan pendampingan dari 

petugas, menunjukkan pentingnya peran birokrat 

digital sebagai fasilitator pelayanan berbasis 

teknologi. Dalam konteks aplikasi IKD, model 

top-down Edwards III membantu mengkaji 

struktur dan pelaksanaan teknis kebijakan, 

sementara model bottom-up Lipsky digunakan 

untuk memahami dinamika diskresi, 

keterbatasan pelaksana, serta respons terhadap 

tekanan implementasi di tingkat operasional. 

2. E-Government 

E-Government adalah penerapan teknologi 

informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 

untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan 

partisipasi publik (Ramli, 2022:27). Mas’ud Said 

(2012:216) menyebutkan bahwa e-Government 

bertujuan memperbaiki kinerja birokrasi serta 

memenuhi harapan masyarakat. Inpres No. 3 

Tahun 2003 menegaskan pentingnya e-

Government dalam memperkuat efektivitas 

layanan publik. Menurut Layne dan Lee 

(2001:126), kehadiran digital pemerintah dapat 

mengurangi beban kerja birokrasi dan 

meningkatkan akses masyarakat terhadap 

informasi. Manfaat e-Government antara lain 

efisiensi layanan, transparansi, kolaborasi lintas 

sektor, serta penghematan biaya operasional 

(Wicaksono, 2023:22–24).  

Komponen utama e-Government mencakup 

infrastruktur TIK, sistem aplikasi, keamanan 

data, interoperabilitas, kompetensi SDM, dan 

regulasi pendukung (Wicaksono, 2023:47–67). 

Tantangan implementasi meliputi keterbatasan 

infrastruktur, resistensi birokrasi, lemahnya 

koordinasi, serta rendahnya literasi digital 

(Mas’ud Said, 2009:13). Menurut Perpres No. 95 

Tahun 2018, SPBE menekankan prinsip 

efisiensi, efektivitas, keterpaduan, akuntabilitas, 

dan keamanan sebagai fondasi pemerintahan 

digital yang inklusif dan berkelanjutan. 

3. Identitas Kependudukan Digital (IKD) 

Identitas Kependudukan Digital (IKD) 

merupakan inovasi Kementerian Dalam Negeri 

melalui Ditjen Dukcapil yang bertujuan 

mentransformasikan dokumen kependudukan ke 

dalam format digital yang dapat diakses melalui 

aplikasi berbasis ponsel pintar 

(dukcapil.kemendagri.go.id, 2024). IKD diatur 

dalam Permendagri No. 72 Tahun 2022 sebagai 

representasi elektronik dari dokumen 

kependudukan seperti KTP dan KK yang 

dilengkapi QR Code terenkripsi untuk keamanan 

akses. Aktivasi aplikasi dilakukan secara 

langsung di kantor Dukcapil dengan proses 

verifikasi biometrik dan pengiriman kode 

aktivasi melalui email (KemenPANRB, 2023). 

IKD dirancang untuk meningkatkan efisiensi 

layanan publik, memperluas akses, mengurangi 

penggunaan dokumen fisik, serta mendorong 

integrasi data antarinstansi 

(dukcapil.kemendagri.go.id, 2024). Selain itu, 

teknologi enkripsi dan otentikasi biometrik 

mendukung perlindungan data pribadi 

pengguna. 

4. Pelayanan Publik 

Pelayanan publik merupakan kewajiban negara 

dalam memenuhi hak dasar warga negara 

melalui penyediaan barang, jasa, dan/atau 

layanan administratif yang dilaksanakan sesuai 

hukum (UU No. 25 Tahun 2009). Denhardt & 

Denhardt (2003:61–62) memandang pelayanan 

publik sebagai wujud tanggung jawab 

kewarganegaraan dalam sistem demokratis yang 

menekankan hubungan etis antara pemerintah 

dan warganya. Pelayanan bukan hanya aktivitas 

administratif, melainkan bagian dari proses 

partisipatif dalam mewujudkan keadilan sosial. 

Pelayanan yang baik ditandai oleh 

profesionalisme, empati, dan tanggung jawab 

penuh dalam setiap tahap interaksi. 

UU No. 25 Tahun 2009 menetapkan prinsip-

prinsip pelayanan publik, meliputi keadilan, 

partisipasi, akuntabilitas, transparansi, 

berdayaguna, dan aksesibilitas. Prinsip ini 

menekankan kesetaraan layanan tanpa 

diskriminasi, keterlibatan masyarakat dalam 

proses pelayanan, serta tanggung jawab 

penyedia layanan terhadap kualitas pelayanan. 

Selain itu, prinsip transparansi dan aksesibilitas 

mendorong kemudahan akses layanan serta 

keterbukaan informasi publik. Dengan 

demikian, pelayanan publik yang berkualitas 

tidak hanya dilihat dari output administratif, 

tetapi juga dari kemampuan institusi dalam 

membangun kepercayaan dan kepuasan 

masyarakat melalui prinsip-prinsip tata kelola 

yang baik dan inklusif. 

5. Pelayanan Administrasi Kependudukan 

Administrasi kependudukan menurut UU No. 24 

Tahun 2013 adalah rangkaian kegiatan penataan 

dan penertiban penerbitan dokumen serta data 

kependudukan melalui pendaftaran penduduk 

dan pencatatan sipil. Pelayanan ini mencakup 

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, 
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pengelolaan informasi kependudukan, dan 

penerbitan dokumen resmi. 

Di tingkat daerah, jenis layanan administrasi 

kependudukan diatur melalui Keputusan Kepala 

Dinas Dukcapil, yang mencakup pembuatan KK, 

KTP-el, pendaftaran perpindahan penduduk, 

serta pencatatan peristiwa penting seperti 

kelahiran, kematian, dan pernikahan. Kemajuan 

teknologi mendorong transformasi layanan ini 

ke arah digital, termasuk penerapan aplikasi IKD 

sebagai wujud e-Government dalam layanan 

administrasi. Inovasi ini diharapkan dapat 

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan 

aksesibilitas layanan kependudukan bagi 

masyarakat (Hermanses et al., 2023:432). 

 

Metode Penelitian 
Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus, 

untuk mengkaji secara mendalam implementasi 

aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) 

dalam pelayanan administrasi kependudukan di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(Disdukcapil) Kota Malang. Pendekatan ini 

memungkinkan peneliti memahami makna, 

pengalaman, serta dinamika sosial dan kebijakan di 

balik pelaksanaan program (Moleong, 2016:6). 

Jenis studi kasus dipilih karena sesuai untuk 

mengeksplorasi kasus kontekstual dengan 

pengumpulan data dari berbagai sumber seperti 

wawancara, observasi, dan dokumen (Creswell, 

2015:135). Dengan kombinasi pendekatan 

kualitatif, strategi studi kasus, dan tipe penelitian 

deskriptif, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan wawasan yang mendalam dan 

komprehensif terkait implementasi aplikasi IKD 

dalam pelayanan administrasi kependudukan di 

Kota Malang. 

 

Fokus Penelitian 

1. Implementasi aplikasi IKD dalam pelayanan 

administrasi kependudukan di Kota Malang. 

Pada bagian ini, penulis akan mendeskripsikan 

implementasi aplikasi IKD yang dilaksanakan 

oleh Disdukcapil Kota Malang sebagai bagian 

dari transformasi digital pelayanan administrasi 

kependudukan. Penelitian akan menggunakan 

teori George C. Edward III yang mencakup; a) 

komunikasi, b) sumber daya, c) disposisi, d) 

struktur birokrasi. 

2. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Malang dalam implementasi aplikasi IKD dalam 

pelayanan administrasi kependudukan di Kota 

Malang. Penelitian akan menggunakan teori 

Michael Lipsky terkait faktor-faktor yang 

memengaruhi implementasi kebijakan untuk 

mengidentifikasi hambatan yang muncul. 

Beberapa tantangan utama yang akan dibahas 

meliputi; a) Alokasi sumber daya tidak memadai 

untuk menunjang penyelesaian tugas-tugas 

pekerjaan. b) Terdapat kecenderungan 

peningkatan permintaan layanan guna 

memenuhi berbagai kebutuhan. c) Ekspektasi 

tujuan yang ditetapkan bagi organisasi tempat 

mereka bekerja seringkali ambigu, kabur atau 

bertentangan. d) Sulit untuk melakukan 

penilaian terhadap kinerja.  

3. Solusi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Malang dalam mengatasi tantangan 

dalam implementasi IKD di Kota Malang. 

 

Pemilian Lokasi dan Situs Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) 

Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Pemilihan 

lokasi ini didasarkan pada relevansi instansi yang 

menjadi pelaksana program IKD serta memiliki 

otoritas dalam memberikan pelayanan publik terkait 

administrasi kependudukan. Selain itu, pemilihan 

lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan 

penting. Pertama, Kota Malang merupakan salah 

satu wilayah perkotaan di Indonesia yang sedang 

giat mengembangkan layanan administrasi 

kependudukan berbasis digital melalui penerapan 

aplikasi IKD. Kedua, terdapat gap data empiris 

terkait capaian penggunaan aplikasi IKD di Kota 

Malang. Hingga saat ini, jumlah pengguna IKD di 

Kota Malang tercatat sebanyak 65.875 orang atau 

sekitar 9,95% dari total penduduk yang telah 

melakukan perekaman KTP elektronik. Ketiga, Kota 

Malang memiliki dinamika sosial dan demografis 

yang unik, dengan kombinasi penduduk urban dan 

rural yang mencerminkan kompleksitas penerapan 

kebijakan berbasis digital. 

 

Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling untuk menentukan sumber data dengan 

Snowball Sampling. Teknik ini digunakan untuk 

memastikan bahwa responden atau dokumen yang 

dipilih dapat memberikan informasi yang kaya dan 

relevan terkait fenomena yang diteliti. Adapun 

sumber data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data primer mencakup peristiwa dan interaksi 

yang terlibat dalam implementasi Aplikasi 

Identitas Kependudukan Digital (IKD) di 

Disdukcapil Kota Malang, yang diamati dan 

dikumpulkan langsung oleh peneliti di lapangan. 

Data primer dalam penelitian ini mencakup 

pegawai Disdukcapil Kota Malang, khususnya 

mereka yang memiliki peran dalam pelaksanaan 

program IKD, serta asyarakat pengguna IKD 

yang telah menerima pelayanan dari aplikasi 

tersebut. 

2. Data Sekunder dalam penelitian ini berupa 

dokumen kebijakan, laporan, dan informasi 

lainnya yang relevan dengan program IKD, 

termasuk regulasi pemerintah yang mengatur 
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penggunaan identitas digital dalam pelayanan 

publik. 

 

Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi: 

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview) 

Wawancara dilakukan dengan pegawai 

Disdukcapil dan masyarakat pengguna layanan 

IKD. Peneliti akan menyusun daftar pertanyaan 

terlebih dahulu berdasarkan tujuan penelitian, 

tetapi tetap memberi fleksibilitas agar 

narasumber dapat berbagi pandangan secara 

bebas. Selama wawancara, peneliti akan 

merekam percakapan (dengan izin narasumber). 

Setelah wawancara selesai, hasil rekaman akan 

ditranskrip dan dianalisis untuk mengidentifikasi 

tema-tema utama. 

2. Observasi Partisipatif 

Observasi dilakukan untuk mengamati proses 

pelayanan di Disdukcapil Kota Malang, 

khususnya terkait penggunaan aplikasi IKD. 

Teknik observasi partisipatif memungkinkan 

peneliti terlibat secara langsung dalam situasi 

yang diamati, membantu memahami konteks 

lapangan secara lebih mendalam dan menangkap 

fenomena yang mungkin tidak terungkap dalam 

wawancara. Peneliti akan mengunjungi kantor 

Dinas Dukcapil Kota Malang dan berperan 

sebagai pengamat aktif dalam proses pelayanan, 

termasuk penggunaan aplikasi IKD oleh 

masyarakat. Selanjutnya, peneliti akan mencatat 

secara rinci aktivitas yang relevan, seperti alur 

proses layanan, kendala teknis yang muncul, dan 

respon masyarakat terhadap aplikasi IKD. 

3.   Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dilakukan untuk 

memperoleh data pendukung berupa dokumen 

kebijakan, laporan resmi, dan data statistik 

terkait implementasi IKD di Disdukcapil. 

Dokumen-dokumen ini melengkapi hasil 

wawancara dan observasi, memberikan bukti 

tertulis yang dapat mendukung kesimpulan 

penelitian. 

 

Teknik Analisis 

Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan model interaktif yang dikemukakan 

oleh Miles dan Huberman. Model ini terdiri dari tiga 

komponen utama yang saling berinteraksi, yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi. Proses ini dilakukan secara 

literatif dan berkesinambungan selama penelitian 

berlangsung. 

1. Reduksi Data 

Pada tahap ini, data yang diperoleh dari 

wawancara, observasi, dan dokumentasi 

diseleksi, dikategorikan, dan disusun dalam 

bentuk yang lebih ringkas. Data yang kurang 

relevan atau tidak sesuai dengan fokus penelitian 

akan diabaikan untuk memudahkan analisis. 

Menurut Miles & Huberman (1994) 

sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2013:247-

249), reduksi data dapat membantu  peneliti 

untuk mengorganisasi informasi yang kompleks 

agar lebih mudah dipahami dan dianalisis lebih 

lanjut. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah proses menyusun 

informasi secara sistematis agar mudah 

dipahami dan diinterpretasikan. Data dapat 

disajikan dalam bentuk teks naratif, matriks, 

grafik, atau diagram untuk membantu peneliti 

dalam memahami hubungan antar kategori atau 

tema yang ditemukan. Menurut Miles & 

Huberman (1994) sebagaimana dikutip oleh 

Sugiyono (2013:249-252), penyajian data yang 

terorganisasi dengan baik memungkinkan 

peneliti untuk melihat pola, hubungan, atau tren 

yang signifikan dalam data. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Penarikan kesimpulan adalah proses interpretasi 

data berdasarkan temuan-temuan yang telah 

disusun. Kesimpulan awal yang diperoleh 

selama proses analisis terus diverifikasi dengan 

membandingkan data yang ada, menggunakan 

triangulasi, dan mengacu pada tujuan penelitian. 

Verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa 

kesimpulan yang diambil valid dan dapat 

dipercaya Miles & Huberman (1994) 

sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2013:252-

253). 

 

Keabsahan Data 

Dalam konteks penelitian ini, keabsahan data 

mencakup salah satu kriteria utama yang diadaptasi 

dari konsep yang dikemukakan oleh Lincoln dan 

Guba (1985), yaitu kredibilitas. Kredibilitas adalah 

ukuran sejauh mana hasil penelitian dapat dipercaya 

atau diyakini mencerminkan realitas yang ada. 

Adapun komponen yang akan peneliti terapkan, 

yaitu: 

1. Konfirmasi dengan Realitas Subjek 

Peneliti harus memastikan bahwa interpretasi 

data sesuai dengan perspektif dan pengalaman 

partisipan, sehingga temuan penelitian tidak 

menyimpang dari konteks sosial yang ada. 

2. Triangulasi 

Penggunaan berbagai sumber data, metode 

pengumpulan data, atau teori untuk memvalidasi 

temuan dan mengurangi bias. 

a. Triangulasi Sumber: Menggunakan 

informasi dari berbagai partisipan atau 

dokumen. 

b. Triangulasi Metode: Menggabungkan 

wawancara, observasi, dan analisis dokumen 

untuk mendapatkan data yang konsisten. 

3. Persistent Observation 

Peneliti melakukan observasi berulang atau 
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mendalam untuk memahami fenomena secara 

menyeluruh dan menghindari salah interpretasi. 

4. Prolonged Engagement 

Berada di lapangan dalam waktu yang cukup 

untuk membangun kepercayaan dengan subjek 

penelitian dan memastikan pemahaman yang 

mendalam tentang konteks. 

5. Peer Debriefing 

Mendiskusikan hasil atau proses penelitian 

dengan kolega atau pakar di luar konteks 

penelitian untuk memastikan tidak ada bias atau 

asumsi yang tidak disadari. 

 

Pembahasan 
1. Implementasi Aplikasi Identitas 

Kependudukan Digital 

Implementasi aplikasi Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) di Kota Malang 

merupakan bagian dari transformasi digital dalam 

pelayanan administrasi kependudukan. 

Pelaksanaannya memerlukan dukungan sumber 

daya, koordinasi birokrasi, serta kesiapan pelaksana 

di lapangan. Untuk memahami sejauh mana 

implementasi ini berjalan, pembahasan akan 

dianalisis menggunakan empat variabel dari teori 

George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber 

daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 

a. Komunikasi 

Komunikasi merupakan sebuah proses 

interaksi antara dua individu atau lebih yang 

bertujuan untuk membentuk atau bertukar 

informasi, yang pada akhirnya menghasilkan 

pemahaman bersama yang mendalam (Vardhani 

& Tyas, 2018:9). Edward III secara garis besar 

mengidentifikasi tiga aspek krusial dalam proses 

komunikasi terkait kebijakan: transmisi, 

kejelasan, dan konsistensi. Menurutnya, 

prasyarat utama untuk implementasi kebijakan 

yang efektif adalah pemahaman yang 

komprehensif di kalangan pelaksana mengenai 

tugas dan tanggung jawab mereka. Keputusan 

dan instruksi kebijakan harus disampaikan 

kepada personel yang relevan agar dapat 

ditindaklanjuti. Lebih lanjut, komunikasi 

tersebut harus akurat dan dipahami dengan 

seksama oleh para pelaksana (Situmorang, 

2016:218). 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis 

yang telah dilakukan, komunikasi dalam 

implementasi kebijakan Identitas Kependudukan 

Digital (IKD) di Kota Malang menunjukkan 

dinamika yang cukup kompleks. Dari aspek 

transmisi, proses penyampaian informasi dari 

atasan kepada pelaksana berjalan relatif lancar 

melalui forum resmi dan media internal seperti 

WhatsApp. Petugas juga berinisiatif 

menyampaikan informasi kepada masyarakat 

saat pelayanan berlangsung, meskipun transmisi 

ini masih bergantung pada kapasitas personal 

petugas dan belum didukung oleh sistem 

sosialisasi yang menyeluruh. Pada aspek 

kejelasan, ditemukan bahwa pemahaman 

petugas terhadap kebijakan cenderung terbatas 

pada aspek teknis dan belum mencerminkan 

pemahaman yang utuh terhadap tujuan kebijakan 

secara substantif. Hal ini mengindikasikan 

kurangnya penyampaian informasi secara jelas 

dari pembuat kebijakan kepada pelaksana. 

Ketidakjelasan ini juga berdampak pada 

masyarakat, yang umumnya baru mengetahui 

tentang IKD saat datang ke lokasi pelayanan, 

karena tidak adanya informasi yang 

disebarluaskan secara masif dan sistematis 

sebelumnya. Sementara itu, dari aspek 

konsistensi, komunikasi internal dalam 

organisasi cenderung seragam dan tidak 

mengalami perbedaan instruksi antarpelaksana. 

Namun, ketidakkonsistenan muncul dalam 

komunikasi eksternal, di mana informasi yang 

diterima masyarakat dapat berbeda-beda 

tergantung petugas yang melayani, akibat 

ketiadaan pedoman komunikasi standar. 

b. Sumber Daya 

Meskipun substansi kebijakan telah 

dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, 

implementasi tidak akan berjalan efektif apabila 

para pelaksana kekurangan sumber daya yang 

dibutuhkan. Sumber daya memegang peranan 

krusial dalam mewujudkan implementasi 

kebijakan yang efektif. Tanpa ketersediaan 

sumber daya, kebijakan hanya akan berupa 

dokumen tertulis tanpa realisasi. Menurut 

Edward III, indikator sumber daya terdiri dari 

staf, informasi, wewenang, dan fasilitas (Roring, 

2021:4).  

Berdasarkan hasil penelitian, pada aspek staf, 

petugas memiliki kompetensi teknis yang cukup 

baik dan mampu menangani kendala secara 

mandiri, meskipun pengembangan kapasitas 

masih bersifat informal tanpa pelatihan 

struktural. Pada aspek informasi, informasi 

internal telah dikelola dengan cepat melalui 

briefing dan grup koordinasi. Meskipun 

demikian, informasi yang berkaitan dengan 

sistem aplikasi IKD dari pemerintah pusat tidak 

selalu tersampaikan secara utuh dan tepat waktu 

kepada petugas di daerah, sehingga kerap terjadi 

ketidaksesuaian antara pembaruan sistem pusat 

dengan kondisi atau kesiapan implementasi di 

lapangan. Selain itu, pada aspek wewenang, 

kewenangan pelaksana daerah terbatas hanya 

sebagai operator teknis tanpa kendali terhadap 

sistem utama, sehingga koordinasi vertikal 

menjadi sangat krusial. Terakhir, pada aspek 

fasilitas, fasilitas fisik seperti perangkat dan 

jaringan tergolong cukup memadai, tetapi 

kualitas jaringan dan keterbatasan anggaran 

masih menjadi tantangan. Kehadiran peserta 

magang MSIB turut membantu menutupi 

kekurangan tenaga, namun sifatnya sementara 
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sehingga perlu strategi penguatan sumber daya 

secara berkelanjutan. 

c. Disposisi 

Disposisi atau sikap para implementor 

memiliki kaitan erat dengan tingkat kepatuhan 

mereka dalam menjalankan kebijakan publik. 

Jika para pelaksana kebijakan tidak memiliki 

kemampuan yang memadai, maka implementasi 

kebijakan publik tidak akan efektif. Beberapa 

indikator yang mencerminkan disposisi adalah 

penunjukan birokrat dan pemberian insentif 

(Suparno, 2017:34). 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis 

yang telah dilakukan, disposisi pelaksana 

merupakan elemen penting dalam keberhasilan 

implementasi kebijakan aplikasi IKD di Kota 

Malang. Disposisi ini terbentuk dari kombinasi 

antara pengangkatan birokrat yang memiliki 

komitmen kuat serta sistem insentif yang 

memotivasi pelaksana di berbagai level. 

Kepemimpinan yang efektif telah berhasil 

menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan 

konkret di lapangan. Kepemimpinan Kepala 

Dinas yang menunjukkan komitmen tinggi 

tercermin dalam integrasi target capaian IKD ke 

dalam perjanjian kinerja, serta dorongan aktif 

untuk kegiatan jemput bola, yang menumbuhkan 

kesadaran dan komitmen kolektif di antara para 

petugas.  Selain itu, pemberian insentif 

memberikan dorongan tambahan untuk 

mempertahankan kinerja yang tinggi. Kedua 

variabel ini menunjukkan bahwa keberhasilan 

implementasi kebijakan publik tidak hanya 

bergantung pada desain kebijakan itu sendiri, 

tetapi juga pada sejauh mana pelaksana memiliki 

sikap, komitmen, dan motivasi yang selaras 

dengan tujuan kebijakan tersebut. 

d. Struktur Birokrasi 

Efektivitas implementasi kebijakan publik 

sangat dipengaruhi oleh variabel struktur 

organisasi, yang mencakup aspek-aspek seperti 

kolaborasi, koordinasi, serta prosedur atau 

mekanisme kerja. Oleh sebab itu, kondisi 

struktur organisasi birokrasi harus mendukung 

pelaksanaan kebijakan publik yang telah 

disahkan secara politis, terutama melalui 

koordinasi yang efektif. Beberapa indikator 

struktur organisasi meliputi (1) Standar 

Operasional Prosedur (SOP), dan (2) tingkat 

fragmentasi (Suparno, 2017).  

Berdasarkan hasil analisis, struktur birokrasi 

dalam implementasi IKD oleh Disdukcapil Kota 

Malang memperlihatkan kombinasi antara 

standarisasi dan fleksibilitas. Melalui penerapan 

SOP yang mengacu pada standar hukum 

nasional dan internasional, Disdukcapil Kota 

Malang mampu menjamin konsistensi dan 

keamanan dalam setiap tahapan pelaksanaan 

kebijakan. Sementara itu, adanya fragmentasi 

yang disertai koordinasi lintas unit secara efektif 

menunjukkan bahwa struktur organisasi tidak 

kaku, melainkan responsif terhadap kebutuhan 

dan tantangan pelayanan publik digital. Kedua 

variabel ini bekerja secara saling melengkapi 

dalam mendukung efektivitas kebijakan, di 

mana SOP menjamin keteraturan teknis, dan 

fragmentasi yang terkelola memperluas 

kapasitas implementasi. Dengan fondasi struktur 

birokrasi yang demikian, pelaksanaan IKD di 

Kota Malang memiliki landasan yang cukup kuat 

untuk menghadapi kompleksitas pelayanan 

kependudukan di era digital. 

e. Transformasi Digital dalam Pelayanan 

Administrasi Kependudukan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa transformasi digital dalam pelayanan 

administrasi kependudukan melalui aplikasi 

IKD di Kota Malang telah membuka peluang 

efisiensi, kemudahan akses, dan perubahan cara 

kerja birokrasi. Namun, implementasinya masih 

menghadapi tantangan dalam hal kesiapan 

perangkat masyarakat, kestabilan sistem, 

keterbatasan literasi digital, dan belum 

maksimalnya integrasi antarinstansi. 

Keberhasilan transformasi digital ini sangat 

bergantung pada kapasitas petugas, kesiapan 

sistem, dan sinergi kelembagaan lintas sektor. 

Secara keseluruhan, temuan ini memperkuat 

pentingnya pemahaman bahwa transformasi 

digital tidak dapat dipisahkan dari konteks 

sosial, teknis, dan kelembagaan yang saling 

berpengaruh. Digitalisasi tidak cukup hanya 

menghadirkan teknologi, tetapi juga 

membutuhkan kesiapan aktor, pemahaman 

publik, serta integrasi lintas lembaga agar dapat 

memberikan manfaat yang optimal dalam 

pelayanan administrasi kependudukan. 

2. Tantangan yang Dihadapi Disdukcapil Kota 

Malang dalam Implementasi Aplikasi IKD 

Pelaksanaan aplikasi IKD di Kota Malang 

tidak lepas dari berbagai hambatan di lapangan. 

Meskipun dirancang untuk mempermudah 

pelayanan, pelaksanaannya menghadapi tantangan 

teknis, sosial, dan kebijakan. Untuk memahami 

kendala tersebut secara sistematis, bagian ini akan 

membahas empat aspek utama yang memengaruhi 

implementasi menurut teori Michael Lipsky, yaitu 

keterbatasan sumber daya, lonjakan permintaan 

layanan, tujuan yang ambigu, dan sulitnya penilaian 

kinerja. 

a. Keterbatasan Sumber Daya 

Implementasi aplikasi IKD di Kota Malang 

menghadapi hambatan serius dalam aspek 

sumber daya, terutama terbatasnya anggaran 

sosialisasi, jumlah petugas, dan rendahnya 

literasi digital masyarakat. Sosialisasi IKD 

hanya dilakukan secara insidental karena tidak 

tersedia anggaran khusus, sehingga informasi 

tidak merata di seluruh wilayah. Kondisi ini 

membuat petugas harus mengandalkan diskresi 
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dalam menetapkan prioritas layanan (Lipsky, 

1971:393; Erasmus, 2010:3). 

Setelah program MSIB berakhir, seluruh beban 

kerja ditanggung oleh petugas tetap, 

memperkuat kecenderungan melakukan 

rationing layanan untuk menjaga kestabilan 

operasional (Lipsky, 2010:79). Di sisi lain, 

resistensi masyarakat akibat kurangnya 

pemahaman dan keraguan terhadap keamanan 

aplikasi menunjukkan bahwa tantangan 

implementasi digital tidak hanya bersifat teknis, 

tetapi juga sosial (Lipsky, 2010:59). 

Dengan demikian, keterbatasan sumber daya 

tidak hanya membatasi efektivitas implementasi 

IKD, tetapi juga memaksa birokrat lapangan 

berperan ganda sebagai pelaksana administratif 

dan agen edukatif dalam sistem pelayanan 

digital. 

b. Peningkatan Permintaan Pelayanan 

Peningkatan permintaan terhadap aplikasi IKD 

di Kota Malang mencerminkan antusiasme 

masyarakat terhadap digitalisasi pelayanan. 

Namun, lonjakan ini tidak diimbangi dengan 

kesiapan sistem, seperti kegagalan verifikasi 

wajah, bug aplikasi, dan keterbatasan perangkat 

pengguna. Lipsky (2010:33) menegaskan bahwa 

permintaan cenderung meningkat seiring 

tersedianya layanan, sehingga ekspektasi publik 

pun naik saat sosialisasi meningkat. 

Petugas Disdukcapil menghadapi dilema antara 

memenuhi harapan masyarakat dan keterbatasan 

teknis yang tidak dapat mereka kendalikan. Hal 

ini menambah beban kerja dan tekanan 

psikologis (Lipsky, 2010:127). Untuk 

menyiasatinya, petugas menggunakan strategi 

coping, seperti menyarankan warga mencoba 

kembali di lain waktu, sebagai bentuk adaptasi 

atas sistem yang tidak stabil. Dengan demikian, 

lonjakan permintaan dalam implementasi IKD 

menyoroti kesenjangan antara harapan 

masyarakat dan kapasitas birokrasi lokal. Peran 

street-level bureaucrats menjadi krusial dalam 

menjaga kelangsungan pelayanan melalui 

diskresi dan respons adaptif di tengah 

keterbatasan sistemik. 

c. Ekspektasi Tujuan yang Ambigu 

Implementasi IKD di Kota Malang menghadapi 

ambiguitas tujuan, baik dari sisi pengguna 

maupun pelaksana. Banyak fitur belum 

berfungsi optimal atau belum terintegrasi, 

sehingga manfaat aplikasi dipertanyakan. Hal ini 

menunjukkan arah kebijakan yang belum jelas 

dan membingungkan petugas maupun 

masyarakat. Lipsky (2010:40) menyebut bahwa 

birokrat tingkat jalanan sering bekerja dalam 

situasi dengan tujuan yang saling bertentangan 

dan tidak pasti. 

Petugas Disdukcapil harus menjalankan mandat 

digitalisasi dari pusat, namun dibatasi kebijakan 

lokal dan keterbatasan sistem, membuat mereka 

rentan terhadap kritik. Lipsky juga menjelaskan 

bahwa tujuan kebijakan publik sering bersifat 

idealistik dan sulit dicapai, menyerupai 

“receding horizons” (Lipsky, 2010:40). Hal ini 

tercermin dari janji integrasi IKD dengan 

berbagai lembaga yang belum terealisasi. Tanpa 

penyelarasan antara kebijakan pusat dan 

kapasitas daerah, petugas harus menjelaskan 

layanan yang belum optimal, berisiko 

menurunkan kepercayaan masyarakat. Kondisi 

ini menunjukkan pentingnya kejelasan visi dan 

kesiapan sistem agar digitalisasi pelayanan 

publik tidak kehilangan legitimasi. 

d. Sulitnya Penilaian terhadap Kinerja 

Evaluasi kinerja dalam implementasi IKD di 

Kota Malang sulit dilakukan secara objektif. 

Jumlah aktivasi IKD belum mencerminkan 

peningkatan kualitas pelayanan karena sebagian 

besar layanan masih dilakukan secara 

konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa 

indikator kuantitatif belum cukup untuk menilai 

efektivitas layanan digital. 

Lipsky (2010:48) menyatakan bahwa kinerja 

birokrat tingkat jalanan sulit diukur karena tidak 

dapat dievaluasi melalui mekanisme pasar. 

Ambiguitas tujuan dan ketiadaan indikator yang 

tepat juga menghambat pengendalian kebijakan 

(Lipsky, 2010:40). Akibatnya, organisasi 

mengandalkan indikator pengganti seperti target 

aktivasi, yang tidak mempertimbangkan tingkat 

kesulitan di lapangan (Lipsky, 2010:52). 

Fokus terhadap pencapaian target formal ini 

memicu terjadinya goal displacement, yaitu 

pergeseran perhatian dari kualitas layanan ke 

pemenuhan target angka (Lipsky, 2010:44). 

Tanpa sistem yang mempertimbangkan 

kompleksitas kasus, penilaian kinerja menjadi 

tidak valid (Lipsky, 2010:168). Kondisi ini 

memperlemah orientasi pelayanan terhadap 

kepuasan masyarakat dan menghambat 

pencapaian tujuan kebijakan secara substansial. 

. 

3. Solusi yang Diterapkan Disdukcapil Kota 

Malang dalam Menghadapi Tantangan 

Solusi yang diterapkan oleh Disdukcapil 

Kota Malang dalam menghadapi tantangan 

implementasi IKD menunjukkan peran penting 

diskresi, baik pada tingkat individual petugas 

maupun pada level kelembagaan. Petugas 

lapangan secara aktif menggunakan ruang 

diskresi mereka untuk menyesuaikan pelayanan 

dengan kondisi lapangan, seperti memberikan 

bantuan melalui video call, menjadwalkan ulang 

pendaftaran saat terjadi gangguan jaringan, dan 

menyampaikan edukasi keamanan data secara 

persuasif kepada masyarakat. Strategi-strategi 

ini merupakan bentuk mekanisme coping 

terhadap tekanan kerja dan keterbatasan sistem, 

sekaligus menunjukkan bahwa petugas tidak 

hanya menjalankan instruksi, tetapi juga 
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berperan sebagai pengelola hubungan 

masyarakat dan pengambil keputusan mikro 

yang berdampak besar terhadap kelangsungan 

program. 

Sementara itu, pada level kelembagaan, 

Kepala Dinas Dukcapil Kota Malang 

menunjukkan penggunaan diskresi strategis 

dengan menetapkan target capaian IKD secara 

internal meskipun kebijakan nasional tidak lagi 

menjadikannya sebagai prioritas wajib. 

Kebijakan ini merefleksikan peran pimpinan 

sebagai policy re-interpreter yang mampu 

merumuskan ulang indikator keberhasilan 

kebijakan sesuai dengan konteks lokal. Dengan 

demikian, solusi yang dijalankan tidak hanya 

bersifat teknis dan administratif, tetapi juga 

memperlihatkan adaptabilitas institusional dan 

kepemimpinan yang responsif. Keberhasilan 

implementasi IKD di Kota Malang, dengan 

segala keterbatasan yang ada, membuktikan 

bahwa diskresi birokratik, apabila digunakan 

secara tepat dapat menjadi kekuatan utama 

dalam menjembatani celah antara kebijakan 

formal dan kebutuhan riil masyarakat. 

Kesimpulan 
Penelitian ini menunjukkan bahwa 

implementasi aplikasi Identitas Kependudukan 

Digital (IKD) di Kota Malang merupakan bagian 

dari transformasi digital dalam pelayanan publik 

yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, 

aksesibilitas, dan kualitas layanan administrasi 

kependudukan. Namun, pelaksanaannya di lapangan 

masih menghadapi sejumlah tantangan yang 

signifikan.\ 

Berdasarkan analisis terhadap teori implementasi 

kebijakan George C. Edward III, ditemukan bahwa 

keberhasilan implementasi IKD sangat dipengaruhi 

oleh faktor komunikasi yang belum merata, 

keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, 

disposisi petugas yang adaptif namun terbebani, 

serta struktur birokrasi yang belum sepenuhnya 

mendukung digitalisasi lintas sektor. 

Sementara itu, melalui perspektif teori 

Michael Lipsky tentang street-level bureaucracy, 

ditemukan bahwa pelaksana kebijakan di tingkat 

lapangan menghadapi hambatan nyata seperti 

keterbatasan sumber daya, lonjakan permintaan 

layanan, ekspektasi kebijakan yang ambigu, serta 

ketiadaan sistem evaluasi kinerja yang memadai. 

Kondisi ini menuntut petugas untuk melakukan 

diskresi dan strategi coping yang pragmatis guna 

menjaga keberlangsungan layanan. 

Dengan demikian, implementasi IKD belum 

sepenuhnya terintegrasi secara sistemik dan masih 

bergantung pada kapasitas adaptif para birokrat 

tingkat bawah. Keberhasilan kebijakan ini ke depan 

memerlukan penguatan sinergi antarinstansi, 

pengembangan sistem evaluasi kinerja yang 

kontekstual, serta peningkatan literasi digital 

masyarakat. Transformasi digital tidak hanya 

menuntut kesiapan teknologi, tetapi juga 

pemahaman sosial, dukungan struktural, dan 

kebijakan yang selaras dari pusat hingga daerah. 

 

Saran 
Berdasarkan hasil penelitian pembahasan 

sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran 

yang diharapkan dapat membantu mengatasi 

tantangan yang dihadapi dalam Implementasi 

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) 

dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan 

(Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Malang), yaitu sebagai 

berikut: 

1. Untuk Pemerintah Pusat (Kemendagri dan 

Dirjen Dukcapil RI) 

Kemendagri dan Dirjen Dukcapil RI perlu 

memperjelas arah kebijakan IKD dan 

mempercepat integrasi lintas instansi (BPJS, 

BKN, KPU). Dukungan regulatif, sistem teknis, 

dan materi sosialisasi yang seragam harus 

disiapkan, disertai peningkatan stabilitas sistem 

untuk menjaga kepercayaan publik. 

2. Untuk Pemerintah Daerah (Disdukcapil Kota 

Malang) 

Disdukcapil perlu memperkuat edukasi 

masyarakat, khususnya kelompok dengan 

literasi digital rendah, dan rutin melatih petugas 

di bidang komunikasi dan teknologi. Evaluasi 

beban kerja dan koordinasi internal juga perlu 

diperkuat untuk mendukung pelayanan yang 

merata dan berkelanjutan. 

3. Untuk Pengembang Teknologi Sistem IKD 

Pengembang disarankan menunda penayangan 

fitur yang belum siap dan menyediakan help 

desk daring yang responsif. Kompatibilitas 

aplikasi dengan berbagai perangkat juga perlu 

ditingkatkan agar layanan lebih inklusif dan 

user-friendly. 

4. Untuk Masyarakat Pengguna 

Masyarakat diimbau aktif memahami fungsi 

IKD, menjaga keamanan data pribadi, dan 

memanfaatkan layanan konsultasi yang tersedia. 

Kesuksesan layanan digital bergantung pada 

partisipasi aktif dan kesadaran pengguna. 

5. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Disarankan melakukan studi komparatif lintas 

daerah dan memperdalam analisis terhadap 

faktor penerimaan masyarakat dan peran 

kebijakan lokal dalam adopsi layanan digital 

kependudukan. 
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